
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.204, 2019 KEMENDAG. Pasar Rakyat. Dana Tugas 

Pembantuan APBN 2019.  Penugasan 

Bupati/Walikota.  
 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENUGASAN BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN 

PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR 

RAKYAT YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana 

Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Perdagangan tentang Penugasan Bupati/Walikota Dalam 

Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi 

Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat yang Didanai 

Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2019; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia 5512); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6263); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4816); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia  

Nomor 5533); 

10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern; 

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan 

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660); 

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia  

Tahun 2019 Nomor .....   ); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG  

PENUGASAN BUPATI/WALIKOTA DALAM RANGKA 

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/ REVITALISASI 

SARANA PERDAGANGAN BERUPA PASAR RAKYAT  

YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 

ANGGARAN 2019. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah 

kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi 

kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari 

pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk 

melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 

2. Sarana Perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, 

gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi, 

untuk mendukung kelancararan arus distribusi barang. 

3. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah  

usaha untuk melakukan peningkatan atau 

pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, 

sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.  

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang 

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh  

Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan 

undang-undang. 

5. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari 

APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang 

mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam 

rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan. 
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Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi 

bupati/walikota yang menerima penugasan dari Menteri 

untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan/ 

Revitalisasi Sarana Perdagangan yang didanai dengan 

Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2019. 

(2) Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan 

ditujukan untuk: 

a. mendorong kelancaran arus barang; 

b. menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan 

barang penting; 

c. menjaga kestabilan harga; 

d. mewujudkan pasar yang bersih, sehat (higienis), 

aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman; 

e. meningkatkan kesempatan berusaha; dan 

f. meningkatkan kontribusi sektor perdagangan 

terhadap perekonomian daerah. 

 

Pasal 3 

(1) Menteri menugaskan kepada bupati/walikota untuk 

melaksanakan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi 

Sarana Perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas 

Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2019, sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(2) Bupati/walikota bertanggungjawab penuh atas 

pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) baik fisik bangunan maupun administrasi. 

(3) Penugasan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana 

Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dapat dipindah tugaskan kepada pihak lain. 

(4) Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyampaikan usulan pejabat pengelola keuangan 

kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan 

untuk ditetapkan oleh Menteri. 

(5) Bupati/walikota dilarang mengusulkan perubahan 

pejabat pengelola keuangan pelaksanaan kegiatan 
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